
SALINAN

BupATI suKAnBARA
PROVIHSI IEALIMARTABT TEHGAII

PERATURAH BUP#TI slTKAnAARA
HOMOR  22  TAHUH 2021

TEHTAVG

REHCAlrA IEERId PEAAERIHTAEI BAEEAII
HABupATEH suKAndARA TAHUH 2022

BupATI suKAmARA,

Menimbang    :   a.   bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program
pembangunan. di daerah agar heH.alan dengan baik, mencapal
sasaran    serta    berkesinambungan,     sehingga    diperlukan
dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah  tahunan  yang
dituari8kan ke dalam Rencana Kelja Pemerintah Daerah;

b+   bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  262  ayat  (2)  Undang-
Undarig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagalmana  telah   beberapa   kali   diubah   terakhir   dengan
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan
Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan   Daerah,   Rencana   Keria   Pemerintah   Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c.   bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
dalaln  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati tentang Rencana Keria PgmeriHtah Daerah Katupaten
Sukamara Tahun 2022 ;

Mengingat 1.   Undang-Undan.g Nomor 5  Tahun  2002  tentang Pembentukan
Kabupaten     Katingan,     Kabupaten     S€ruyari,     Kabupaten
Sukamara,  Kabupaten  Lanandau,  Kabupaten  Gunnng  Mas,
Kabupaten PHlang PisaH, Kabupaten MHrung Raya, KabHpaten
Barifo Timur Di Provinsi Kalimanfan Tengah {Lembaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun    2002    Nomor    18,    Tambahari
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

2.   Undarig-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunafi    Nasional    (Lembarafi    Negara
RepHblik   Indonesia   Thhun   2004   Nomor   104,   Tambahan
Lembaran N€gara RepHblik Indonesia Nomor 4421) ;

3.   Uridaflg-Undang   Nomor   17   Tahun   2007   t.entang   Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720};

4.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5587}, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   9   Tahun    2015    tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang   Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;
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5.   Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata   Ruang  Wilayah   Nasional   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tallibahan Lembaran Negara
Reptiblik  Indonesia  Nomor  4833),  sebagaimana  telali  diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor  13 TahuH 20±7 tentang
Perubahan Atas Peraturari Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang   Rencana  Tata   Ruang  W±layah   Nasional   (I,embara±:I
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) ;

7.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016    tentang
Perangkat   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  5887),  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan    Pemerintah    Nomor    72    Tahun    2019    tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016
tentang    Perangkat    Daerah    {Lembaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   187,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8.   Peraturari  Pemerintah  Nomor  2  Tahtin  2018  tentang Standar
Pelayanan   Minimal   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2018  Nomor 2,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 6 178) ;

9.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah   (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322) ;

10.Peraturan    Pemerintah    Nomor    22    Tahun    2021    tentang
Penyelenggaraan  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan
H±dup   {Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2021
Nomor  32,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6322) ;

11. Per-aturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86   Tahun   2017
tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi
Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara    Evaluasi    Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan
Jangka   Panjang   Daerah,   Rencana   Pembangunan   Jangka
Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kelja  Pemerintah  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 ±7 Nomor 1312);

12. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   90   Tahun   2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   18   Tahun   2020
tentang Peraturan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerifltahan   Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288};

14Dperaturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   20   Tahun   2020
tentang Pereepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungari    Pemerintah    Daerah    (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis  PeHgelolaan  Keuangari
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomctr
1781);

16.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   17   Tahun   2021
tentang   Pedoman   Penynsunan   Rencana   Keria   Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
E021 Nomor 496);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kaliman.tan. Tengah Nomor 1 Tahun
2017    tentang   Rencana   PembangHnan   Jangka   Menengah
Daerah    Provinsi    Kalimantan    Tengah    Tahun    2016m2021
(I+embaran  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Tahun  2017
Nomor 1);

18. Peratnran   Daerah   Kabupaten   Sukamara  Nomor   14  Tahun
2012    tentang   Rencana   Tata   Ruang   Wilayah   Kabupaten
Sukamara  Tahun  2012-2032  {Lembaran  Daerah  Kabupaten
Sukamara Tahun 2012 Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Sukamara Tahun  2016  Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten Sukamara Nomor
40}   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahar±
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun
2016  tentang  Pembentukan  dan  SusHnan  Perangkat  Daerah
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor 6 Tahun 2019, Tambahan I+embaran Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 67);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka   Menengah   Daerah
Kabupaten  Sukamara  Tahun  2018-2023  (I.embaran  Daerah
K&bupaten   Sukamara   Tahun   20±9   Nomor   2,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukarnara Nomor 64) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2019
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah
Kabupaten  Sukamara  Tahun  2005-2025  (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Sukalnara   Tahun   2019   Nomor   8,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 69} ;

MEMUTUSHEN:

Menetapkan  :     PERATURAN  BUPATI  TENTANG  RENCANA   KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022.

BABI
KETEHTUAN UMUM

Pasel 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.   Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
3.   Bupati adalah Bupati Sukamara.
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4.   Pemerintahan   Daerah   adalah   penyelenggaraan   urusan   pemerintahan   oleh
Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  menurut  asas
otonomi seluas-luasnya dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
1uasnya   dalam   sistem   dan   prinsip   Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia
sebagaimana   dimaksud    dalam    Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik
Indonesia Tahun 1945,

5.   Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabup&ten Sukamara.

6`   Perangkat Daerah  adalah  unsur pembantu  Kepala  Daerah  dan  DPRD  dalam
penyelenggaraan UrHsan Pemerintahan yang menjndi kewenangan Daerah.

7.   RencaHa  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  yang  selaHjutnya  d±sebut
sebagal  RPJPD  adalah  dokumen  pe_rencanann  pembanguna±i  daerah  untuk
periods 20 (dHa puluh} tahun.

8.   Rencan.a  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  yang  selanjutnya  disined±at
RPUMD  adalah  dokumen  perericanaan  daerah  uHtuk  periods  5  (lima)  tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan bera]chirnya nasa jabatan Kepala Daerah.

9.   Rencana   Strategis   Perangkat   Daerah   yang   selanjutnya   disingkat   Renstra
Perangkat  Daerah  adalah  dokumen  perencanaan  Perangkat  Daerah  untuk
periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana  Pembangunan  Tahunan  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Rencana
Kerja   Pemerintah   Daerah   disingkat   RKPD   adalah   dokumen   perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Sukarnara untuk periode 1 tahun.

1 1. Rencana Keria Perangkat Daerah yang selanjutnya disin8kat Renja Peran8kat Daerah
adalah dokumen perencanaan. Peran9kat Daerah untuk periode 1 {satu} tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disinfrot APBD adalah
rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Sukanara yang ditetapkan dengan
Peraturan. Daerah.

13. Kebijakan  Umum  APBD  yang  selanjutnya  disingkat  KUA  adalah  dokumen  yang
memuat kehijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. ELoritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disin9hat PPAS adalah
program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada peran9kat
daerah  untuk  setiap  program  dan.  keriatan  sebagai  acuan  dalam  penyusunan.
rericana ken.a dan anggaran satuan keq.a peran9]ra± daerah.

Pasal 2
{±)  Maksud  Penyusunan   RKPD  Tahun  2022   adalah   untuk  memberikan   arah

pembangunan:  K&bupaten  dan  sinergisitas  program  dan  kegiatan  di  daerah,
balk  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  sendiri,  oleh  frovinsi
Kalimantan Tengah,  oleh Pemerintah Pusat maupun yang akan dilaksanakari
bersarn&-sama masyarak&t Kabupaten.

(2)  Tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah:
a. memadHserasikan  agenda  dan  program  prioritas  pembangunan  nasional

yarig  tertuang  di  dalarn  Rencana  Keria  Pemerintah   (RKP)   Tahun  2022,
Rencana   Kerja   Pemerintah   Daerah   {RKPD)   Provinsi   Kalimantan.   Tengah
Tahun    2022,    dan    kebutuhan   rill    masyarakat    Kabupaten,    sehingga
pendanaan  APBN  sinergis  dengan  pendanaan  APBD  Ptovinsi  Kalimantan
Tengah dan APBD Kabupaten;

h. mewadahi  perencanaan  pembangunan  daerah  yarig  menggunakan  metode
kerangka  berpikir  ilmiah   (Teknokratik),   melibatkan   atau   memberi  andil
kepada semua pemangku kepentingan (Stakefrozders) ,  mewujudkan visi dan
nisi Kepala Daerah (Politik) yang secara tidak langsung merupakan tempat
beftemunya perencanaan yarig berasal dari pemerintah (Atas - Bawah)  dan
aspirasi darn seluruh masyarakat {Bawah -Atas) ;

c. merupakan landasan untuk menetapkan program dan kegiatan daerah, serta
rekomendasi  kebijakan  guna  mendukung  implementasi  program/kegiatan
anggaran tahun berikutnya;
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d. pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
e. alat  untuk  menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan,

penganggaran , pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 3
RKPD Tchun 2022 merupakan dokumen Rencana Kelja Pemerintah Kabupaten yang
menjadi dasar dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, yang akan
difuanghan lebih lanjut dalarn Rencana APBD Kabupaten Tahun Anggarari 2022.

Bne 11
RENCANA KERIA PEMERINTAII DAERAII

Pasal 4
{1}  Sistematika   Penyusunan   RKPD   Tahun   2022   disusun   dengan   Sistematika

sebagai berikut:
BAB I        :    PENDAHULUAN
BAB II       :    GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB Ill     :   KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV     :    SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V       :    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAR VI     :    KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BABVII    :    PENUTUP

(2}  Sistematika Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tereanfum
dalam  Lanpiran  yang  merupakan  bachan  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan
Bupati ini.

BJpe Ill
PERUBAHAN REHCANA KEEarA PEMERIHTAII DAERAII

Pasal 5
(1)  RKPD  dapat  diubah  dalam  hal  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  keadaan

dalan tahun berialan.
{2)  Perkembang&n  ke&daaan  dalam  tahun  berialan  sebagaimana dimaksud  pada

aevat (1), seperi±:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

dan  kerangka  pendanaan,  prioritas  dan  sasaran  pembangunan,  rencana
program dan kegiatan prioritas daerah;

b.keadaan   yang   menyebabkan    saldo   anggaran   lebih    tahun   anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berialan; dan/ atau

c. keadaan  darurat  dan  keadaan  luar  biasa  sebagaimana  ditetapkan  dalam
peraturan perundang-undangan.

(3}  Perubahan  RKPD  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  ditetapkan  dengan
Peraturan Bupati.

BAD IV
KETENTUAlr PERALIIIA)I

Pasal 6
{±) Program dan kegi&tan baru yang sifatnya mendesak dan tidak tertuang dalam

RKPD Tahun 2022, dapat dimasukkan dalam KUA dan PPAS Tchun Anggaran
2022 sepanjang mendapat persetujuan dari Bupati dan dituangkan dalam berita
acara kesepakatan antara Bupati dan Ketua DPRD.

{2) Program  dan  kegiatan  baru  yang  sifatnya  mendesak  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1) adalah akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
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(3) Penambahan Program dan kegiatan baru diluar RKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2022
sesual Peraturan yang berlaku.

BABV
PEFTUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ihi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan   Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal  5  Juli 2021
BUPATI SUKAMARA,

ttd

VIRTDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal  5  Juli 2021
SEKRETARIS DAERAII
HABUPATEN SUHIAMARA,

ttd

SUTRISRTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021  NOMOR 22

Salirlan sesuai dengan aslinya
KE'PALA BAGIAN HUKUM,

NIP. `|9?..?0430 2003121005
/
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